
BAB IV 

PENUTUP 

A. Kesimpulan  

Berdasarkan pembahasan hasil analisis yang telah dilakukan pada bab   

sebelumnya, maka dapat diambil kesimpulan sebagai berikut: 

1. Penyebab petani tidak memperoleh pupuk subsidi di Nagari Kampung Batu 

Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok berdasarkan hasil 

penelitian, ada dua kategori petani yang tidak memperoleh pupuk 

bersubsidi. Pertama petani yang tidak tergabung pada kelompok tani. 

Kelompok pertama ini tidak mengetahui bahwa untuk memperoleh pupuk 

bersubdi petani harus menjadi anggota kelompok tani yang terdaftar pada 

dinas terkait. Kelompok tani yang dimaksud harus terdaftar di sistem 

informasi manajemen penyuluhan pertanian (SIMLUHTAN). Kedua, 

petani yang sudah bergabung dalam kelompok tani namun karena 

beberapa hal kelompok tani tersebut tidak mendapatkan pupuk bersubsidi. 

Dari hasil wawancara responden dan pemangku kebijakan, penyebab 

kelompok tani tidak mendapatkan pupuk bersubsidi adalah :  

a. Kelompok tani kurang memahami prosedur dan tata cara untuk 

memperoleh pupuk bersubsidi, terutama mereka mengalami kesulitan 

dalam penyusunan RDKK. Hal ini menyebabkan RDKK tidak bisa 

diteruskan ke proses selanjutnya.  



b. Kelompok tani mengalami kesulitan menebus pupuk bersubsidi kepada 

pengencer sesuai jumlah kuota pupuk yang tertera dalam RDKK yang 

telah disetujui.  

c. Tidak sesuainya tata waktu penebusan pupuk bersubsidi dengan waktu 

pemupukan tanaman sehingga kelompok tani batal menebus pupuk 

pada pengencer.  

2. Perlindungan Hukum yang diberikan kepada Petani sebagai Pengguna 

Pupuk Bersubsidi di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau 

Kembar Kabupaten Solok untuk mendapatkan pupuk bersubsidi sudah 

diberikan oleh Pemerintah khususnya Nagari Kampung Batu Selatan 

Kecamatan Danau Kembar Kabupaten Solok mengenai perlindungan dan 

pemberdayaan Petani dimana pemerintah berkewajiban membantu petani 

dalam menghadapi permasalahan kesulitan memperoleh perasana dan 

sarana produksi sesuai dengan prinsip 6T baik dari segi jenis, jumlah, 

harga, mutu, tempat dan tepat waktu. Perlindungan untuk petani 

selanjutnya adalah melalui Asuransi Pertanian. Pemerintah dan Pemerintah 

Daerah berkewajiban melindungi usaha tani yang dilakukan oleh petani 

dalam bentuk Asuransi Pertanian. Selain itu pemberian asuransi ini 

diperkuat dengan adanya Fasilitasi Asuransi Pertanian. 

 

 

  



B. Saran  

Dari kesimpulan diatas, maka penulis mengajukan beberapa saran untuk 

menyelesaikan permasalahan yang ada sebagai berikut:  

1. Terkait dengan adanya petani yang tidak mendapatkan pupuk bersubsidi di 

Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten 

Solok maka sebaiknya ada regulasi yang jelas dalam bentuk Peraturan 

Daerah dari Pemerintah tentang standar operasional prosedur (SOP) untuk 

mendapatkan pupuk bersubsidi ini. Diharapkan juga pemerintah 

hendaknya lebih mengoptimalkan penyuluhan dan pembinaan terhadap 

seluruh petani, sehingga petani yang belum bergabung dengan kelompok 

tani dapat bergabung. Dengan demikian, persyaratan yang harus dipenuhi 

oleh seluruh petani untuk mendapatkan hak-hak mereka untuk 

memperoleh pupuk bersubsidi bisa dipenuhi. Selain itu juga diminta 

kepada Pemerintah Daerah Kabupaten Solok untuk meningkatkan 

partisipasi masyarakat guna mengawasi pelaksanaan program pupuk 

bersubsidi di tingkat Distributor dan Pengecer. Karena Distributor dan 

Pengecer adalah Kunci Utama keberhasilan penyaluran pupuk bersubsidi 

agar bisa sampai ke tangan petani yang berhak sesuai mekanisme dan 

aturan yang berlaku.  

2. Pemerintah Daerah Kabupaten Solok diminta lebih responsif terhadap 

upaya hukum yang dilakukan oleh petani apabila ada masalah-masalah 

penyaluran pupuk bersubsidi yang tidak sesuai dengan regulasi yang 

berlaku. Karena pupuk merupakan salah satu bahan yang sangat 



diperlukan petani dan sangat vital dalam melangsungkan kegiatan 

pertanian. Dengan demikian, hak maupun kewajiban petani dapat berjalan 

sebagaimana mestinya. Selain itu penulis juga mendorong Pemerintah 

Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan Danau Kembar Kabupaten 

Solok untuk menerbitkan Peraturan Daerah yang memungkinkan dana 

perusahaan yang ada di wilayah Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan 

Danau Kembar Kabupaten Solok dapat digunakan untuk membantu petani 

dalam mencukupi sarana/prasarana pertanian, termasuk pupuk dan 

memfasilitasi petani untuk memperoleh perlindungan Asuransi Pertanian. 

Dengan demikian Pemerintah di Nagari Kampung Batu Dalam Kecamatan 

Danau Kembar Kabupaten Solok dapat melaksanakan Perlindungan dan 

Pemberdayaan Petani tersebut dengan baik. 
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